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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 006 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/1/2020
tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan
Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang
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Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1624);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 44 /SDM.07-Kpt/05/SJ/1/2020  tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 671 TAHUN 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/8J/1/2020 Tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 246 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023.

Mengangkat dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2023
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yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini

KEDUA :  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 3 Januari 2023

; : - SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

ttd
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